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Defisit APBD Lebak 2020 Diperkirakan Rp 150 M 

 

 

(Sumber: www.kabar-banten.com) 

 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Lebak Tahun Anggaran 2020 diprediksi 

mengalami defisit sekitar Rp 150 miliar. Defisit salah satunya dipengaruhi kenaikan iuran Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan 100 persen per Januari 2020 nanti. 

 

Sekretaris daerah (Sekda) Lebak Dede Jaelani mengatakan, defisit APBD karena adanya 

penyesuaian dana alokasi umum (DAU) dan juga kondisi dana alokasi khusus (DAK). Defisit 

APBD juga dipengaruhi dengan kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang mencapai 100 persen mulai 1 

Januari 2020. 

 

”Nanti saat pembahasan akan kami sampaikan, di situlah akan terjadi defisit,” kata Dede Jaelani, 

Senin (4/11/2019). 

 

Ia mengatakan, untuk mencapai Universal Health Coverage (UHC), butuh anggaran Rp 25 miliar, 

dan itu belum teranggarkan. Kemudian aparatur sipil negara (ASN), sesuai aturan 4 persen 

ditanggung oleh pemberi kerja atau pemerintah. 

 

“Artinya, jika kami hitung sekitar Rp 35 miliar. Nah, ini akan kami diskusikan dengan DPRD,” 

ujarnya. 

 

Oleh karenanya, Pemkab Lebak berharap agar DPRD Lebak bisa mengupayakan agar bantuan 

keuangan (Bankeu) provinsi bisa bertambah. 

http://www.kabar-banten.com/
https://www.kabar-banten.com/wp-content/uploads/2017/06/ILUSTRASI-Dana-APBD.-foto-int.jpg
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”Di provinsi kan lagi pembahasan, kami berharap dewan lewat jalur politik agar bantuan keuangan 

dari provinsi bisa nambah. Karena, kalau dari eksekutif sekitar Rp 55 miliar,” ucapnya. 

 

APBD 2020 direncanakan naik 

Sementara, Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya dalam pembacaan nota pengantar Raperda APBD 

2020 di Gedung DPRD Lebak menyampaikan, APBD 2020 direncanakan sebesar Rp 2,25 triliun. 

Dengan perincian, pendapatan daerah Rp 2,25 triliun dan belanja daerah Rp 2,23 triliun. Sementara, 

pembiayaan daerah yang terdiri dari pengeluaran pembiayaan Rp 21,4 miliar. 

 

Untuk pendapatan pada RAPBD 2020 menurun Rp 393,72 miliar, dibandingkan APBD 2019. 

Pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah (PAD) Rp 347,85 miliar, dana perimbangan 

yang direncanakan sebesar Rp 1,24 triliun, dan pendapatan daerah lain-lain yang sah Rp 664,09 

miliar. 

 

Sementara pada belanja tidak langsung (BTL), Pemkab Lebak merencanakan sebesar Rp 1,28 

triliun atau 57,52 persen dari total rencana belanja daerah. Untuk belanja langsung (BL) 

direncanakan 42,48 persen atau Rp 949 miliar. 

 

”Bukan semata-mata diperuntukkan bagi kepentingan aparatur, tetapi untuk kepentingan 

masyarakat yang dialokasikan dalam anggaran belanja hibah, bantuan sosial, bagi hasil kepada desa 

dan partai politik,” katanya. 

 

Sumber Berita:  

www.kabar-banten.co.id, Defisit APBD Lebak 2020 Diperkirakan Rp 150 M, 5 November 2019. 

 

Catatan:  

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 

Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 pada: 

1. Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 

selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan 

Perda. 
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2. Pasal 3 menyatakan bahwaPerencanaan dan penganggaran APBD Tahun Anggaran 2020 yang 

telah dilakukan prosesnya sebelum Peraturan Menteri ini mulai belaku, tetap menggunakan 

struktur perencanaan dan penganggaran APBD sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 

2019. 

3. Lampiran Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 Tentang APBD TA 2020 pada angka I tentang 

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dengan Kebijakan Pemerintah menyatakan bahwa 

5 (lima) prioritas pembangunan nasional Tahun 2020 dimaksud, meliputi: 

a. Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan; 

b. Infrastruktur dan pemerataan wilayah; 

c. Nilai tambah sektor riil, industrialisasi dan kesempatan kerja; 

d. Ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan hidup; dan 

e. Stabilitas Pertahanan dan Keamanan. 

4. Lampiran Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 Tentang APBD TA 2020 pada angka II tentang 

Prinsip Penyusunan APBD menyatakan bahwa Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020 

didasarkan prinsip sebagai berikut: 

a. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

daerah dan kemampuan pendapatan daerah; 

b. tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundangundangan yang 

lebih tinggi; 

c. berpedoman pada RKPD, KUA dan PPAS; 

d. tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapka dalam peraturan 

perundang-undangan; 

e. transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi 

seluas-luasnya tentang APBD; 

f. partisipatif, dengan melibatkan masyarakat; dan  

g. tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, 

bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk 

masyarakat. 

5. Lampiran Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 Tentang APBD TA 2020 pada halaman 61 

angka 8 menyatakan bahwa Jumlah pembiayaan neto digunakan untuk menutup defisit 
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anggaran sebagaimana diamanatkan Pasal 70 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 

2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 


